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ABSTRACT 

 
This research focuses on MSME taxpayers in Medan Denai District who still do not understand 

paying taxes and do not know tax rates and Government Regulation No. 46 of 2013 and the new 

Government Regulation Government Regulation No. 23 of 2018. The aim of this research is to 

determine the level of understanding of taxpayers towards Government Regulation No. 46 of 2013 and 

changes to Government Regulation no. 23 of 2018 and to find out the difference in knowledge and 

understanding of taxpayers who have an NPWP and those who do not have an NPWP. This type of 

research is a qualitative descriptive approach. The data collection technique in this study was through 

direct interviews. The data analysis technique in this study is descriptive analysis. The results of this 

study are that the understanding of MSME taxpayers in Medan Denai District regarding general 

provisions and tax procedures is still low. The level of awareness of MSME actors regarding tax 

obligations is one of the factors causing non-compliance in carrying out the obligation to pay taxes. 

The understanding of MSME taxpayers in Medan Denai District is still low with Government 

Regulation no. 46 of 2013 on the basis of imposing a rate of 1% of gross turnover. 
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PENDAHULUAN  

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar bagi 

kelangsungan pembangunan negara kerena pajak mempunyai peranan penting termasuk 

membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak memiliki fungsi 

dan berperan penting terhadap kesejahteraan Negara dan masyarakat. Pajak memiliki fungsi 

finansial (budgetair) yaitu, memasukkan uang ke kas Negara dengan tujuan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Selain itu pajak juga mempunyai fungsi sebagai 

pengatur (regulerend) yaitu, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat dalam 

bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Karena peranan pajak sangat 

penting untuk pengeluaran negara maka harus tercapainya penerimaan pajak sesuai dengan 

rencana setiap tahunnya. Defenisi pajak menurut Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
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 digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Arifin, 2018). 

Naik atau turunnya perekonomian di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 

ayat 4, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari perekonomian 

nasional yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

negara. “Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sering disebut juga UMKM adalah 

bentuk usaha yang dikelola oleh orang atau sekelompok orang dengan sejumlah modal 

tertentu dan mendirikan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba dengan kemampuan 

mengembangkan proses bisnis yang fleksibel.” (Warsono et al., 2009) 

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia sangatlah besar, 

dan merupakan salah satu pilar perekonomian negara hal ini dapat dilihat dari angka 

pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang setiap tahunnya bertambah, hal ini 

dapat menjadi momentum untuk sektor ekonomi Indonesia agar bisa bertumbuh, dan 

dengan bertumbuhnya angka pelaku UMKM juga menjadi hal positif, dikarenakan 

dengan banyaknya pelaku UMKM akan membuat banyaknya lapangan kerja yang 

diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga mengurangi angka 

pengangguran dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia (Dahrani et al., 2022). 

Dibalik besarnya pertumbuhan UMKM ini, adanya permasalahan yang sering 

diabaikan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu pembayaran pajak. 

Hal ini dikarenakan pelaku UMKM tidak paham atau tidak mengetahui pencatatan 

pembukuan sehingga sulit dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ada. Disiplin 

dalam melakukan pembukuan masih sangat asing di Indonesia, yang mengakibatkan 

sulitnya untuk mengetahui perkembangan usaha. Hanya perusahaan besar atau yang telah 

masuk ke Bursa Efek (Go Public) umumnya secara kontinyu melakukan pembukuan 

dengan baik bahkan laporan keuangannya disusun oleh Akuntan Publik. Informasi 

Akuntansi sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan apakah usaha tersebut dapat 

bertahan hidup atau tidak. Akan tetapi praktek akuntansi keuangan pada Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) masih sangat rendah, memiliki banyak kelemahan dan 

pembukuan yang tidak jelas sehingga dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dan 

kewajiban mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2013). 

Pada peraturan sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 

No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima 

atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu dalam upaya 

mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi 

penerimaan negara dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berbeda dengan 

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebelumnya, Presiden Joko Widodo 

menyosialisasikan revisi peraturan PPh Final UMKM terbaru untuk Wajib Pajak Dalam 

Negeri yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, 

persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki dan menerima 

peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Aturan pajak yang 

biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1% 

turun menjadi 0,5%. Tarif revisi peraturan perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan 

Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada 8 Juni 2018 lalu dan diberlakukan mulai 1 Juli 2018. 

Disahkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan 

mencabut PP 46 Tahun 2013. Adanya pemotongan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% ini 

dapat mengurangi beban pajak para pelaku UMKM dan sisa omset bersih setelah dipotong 

pajak bisa dipakai pengusaha untuk mengembangkan usahanya. 

Syarat tarif pajak 0,5% hanya berlaku pada UMKM yang memiliki peredaran bruto 
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 tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun seperti usaha dagang, industri jasa seperti 

kios/toko/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, 

salon, dan usaha lainnya. Ataupun berlaku untuk UMKM konvensional atau offline 

maupun yang bejualan di toko online (marketplace atau media sosial). 

Pada Juli 2018 mulai diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018. 

Perubahan tersebut merupakan respon positif dari Pemerintahan atas keluhan para pelaku 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tarif UMKM yang dibanderol sebesar 1% 

dari omset bruto sekarang dipotong menjadi 0,5%. Berbeda dengan PP No. 46 Tahun 2013 

sebelumnya, peraturan penggantinya yaitu PP No. 23 Tahun 2018 mengatur mengenai 

batas waktu dalam melaksanakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, yaitu 7 (tujuh) 

tahun Pajak bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, 

atau tahun pajak berlakunya Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum 

berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di 

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dilihat dari tingkat pertumbuhannya yang 

terus meningkat sekitar 20,2% dari tahun 2005 sampai 2012 (BPS, 2016). Sayangnya 

terdapat miss match antara potensi yang tinggi dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) dengan kepatuhan pajaknya (Sahputra, 2017) Penerimaan pajak total yang 

memiliki porso 80% lebih terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 

Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya sebesar kurang lebih 0,5%. 

Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan jika Wajib Pajak paham akan 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dari hasil observasi peneliti terhadap pelaku 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan dengan wawancara langsung 

sebanyak 15 responden pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dari Wajib Pajak Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Medan Denai terdapat beberapa orang 

responden dari 15 responden yang menjawab bahwasanya masih ada dari mereka yang 

belum mengetahui bagaimana cara membuat laporan keuangan dan tata cara perpajakan 

yang benar. Usaha yang mereka jalankan tidak jarang mengalami kerugian, oleh sebab itu 

mereka belum konsisten dalam membayar kewajiban perpajakannya. Selain itu mereka 

juga maasih belum mengetahui tentang Undang-Undang perpajakan bagi Wajib Pajak dan 

berapa tarif yang harus dibayarkan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu responden 

yang peneliti wawancarai “saya sudah lama menjalankan usaha ini dan tidak pernah 

membayar pajak, dan saya juga tidak mengetahui Peraturan Pemerintah yang mengatur 

tentang tarif pajak”. Sebagaimana dijelaskan tarif pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) sebesar 1% diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. 

Para pelaku juga menjelaskan bahwa mereka belum mengetahui perubahan Peraturan 

Pemerintah tentang penurunan tarif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

sebesar 0,5% dari omset yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Medan Denai 

sebanyak 400 pelaku UMKM diantaranya dagang/sembako/UD, jasa, penjual makanan 

dan minumam, penjualan pakaian dan sepatu, serta usaha depot air minum. peneliti 

melakukan wawancara tahap awal hanya kepada 20 pelaku UMKM dari 400 pelaku 

UMKM di Kecamatan Medan Denai. Pada tahap awal wawancara ini hanya 5 pelaku 

UMKM yang mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Perpajakan dan sebagian besar 

menyatakan belum memahami aturan perpajakan secara umum serta tata cara perpajakan 

untuk melakukan perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak dan pengisian 

SPT. Selain itu mereka juga menjalaskan bahwa seharusnya pelaku UMKM tidak wajib 

untuk membayar pajak dan seluruhnya mengungkapkan bahwa mereka belum mengetahui 

adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM sebesar 0,5% yang tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. 
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KAJIAN TEORI  

Kewajiban Perpajakan  

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah 

mengakomodir mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. (Hafsah & Hanum, 2021) 

Kewajiban dimaksud yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak meliputi kewajiban 

mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, pemotongan / pemungutan, dan pelaporan pajak, 

kewajiban dalam hal dilakukan pemeriksaan pajak, dan kewajiban memberikan data. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP), (Faisal, 2019) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. 

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

(Jayanto, 2010) Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan 

yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi 

pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara 

sukarela. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tanggal 

28 Desember 2007 wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu 

sebagai wajib pajak patuh pertama yaitu persyaratan tepat waktu dalam menyampaikan surat 

pemberitahuan, selanjutnya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 

laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntansi Publik atau Lembaga Pengawasan 

Keuangan Pemerintah, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan (Manurung H, 2019). 

 

Kriteria Wajib Pajak 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007/ 

tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu.(Gunaidi, 2005) Wajib Pajak dengan kriteria 

tertentu disebut sebagai Wajib Pajak patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai 

berikut: 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Dengan kata lain, tepat waktu 

dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam 3 tahun terakhir yaitu akhir bulan 

ketiga setelah tahun pajak. 

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak 

yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. 

3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan 

Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor 

apabila tidak ditemukan kesalahan materil secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang 

disajikan. 

4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. 

 

Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (Faisal, 2019), yaitu : 

1. Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi tanggung 

jawab kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

2. Self Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung 
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 jawab kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. 

3. Withholding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung 

jawab kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri Withholding System 

yaitu: Tanggung jawab menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, 

selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

Pemahaman Wajib Pajak 

 Pemahaman wajib pajak sangatlah mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap 

ketentuan Peraturan-peraturan Perundang-undangan Perpajakan menyebabkan wajib pajak 

merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pemahaman wajib pajak dapat 

diartikan sebagai suatu proses pembuatan, atau cara yang dilakukan Wajib Pajak untuk 

mengetahui, mengerti, dan memahami akan informasi pajak (Hafsah, 2012). 

 

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 

 Dalam rangka memperluas cakupan pembayaran pajak, pemerintah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan 

dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pribadi atau Badan tidak termasuk 

bentuk usaha tetap yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan pajak ini terbit per 12 

Juni 2013 dan mulai berlaku per 1 Juli 2013 berlaku untuk Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) yang mempunyai omset kurang dari Rp. 4,8 miliar pertahun. Besarnya pajak 

adalah 1% dari nilai omset bulanan. 

 

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 

 Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan 

yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah yang baru untuk menggantikan Peraturan 

Pemerintah yang lama yang diterbitkan dan diberlakukan mulai Juli 2018 sebesar 0,5%. 

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak 

Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki 

perearan bruto tertentu. Peraturan tersebut mengatur perlakuan terhadap penghasilan tidak 

melebihi Rp. 4,8 miliar dari peredaran bruto (Yulia, 2017). 

 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah unit usaha yang beridiri sendiri yang 

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada umumnya ada 

perbedaan antara Usaha Mikro (Umi), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) yang 

dinilai dari aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau 

jumlah pekerja tetap. 

 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu 

metode yang digunakan penelitian untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap 

penelitian pada satu waktu tertentu (Dkk., 2014). Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) terhadap Peraturan Pemerintah tentang Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Denai. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atas wawancara dan 
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 menyebar kuesioner kepada 51 responden dari 400 responden  sebagai populasi Wajib Pajak 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Deskripsi data digunakan untuk mengetahui data 

pribadi atau karakteristik responden berdasarkan Pendidikan, Jumlah Penjualan Tahunan dan 

Jenis Usaha. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, mendeskriptif variabel-

variabel penelitian yaitu pemahaman Wajib Pajak, kewajiban perpajakan dan menganalisa 

objek yang akan diteliti. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil Penelitian 

Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan tentang Ketentuan   

Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu sebanyak 38 pelaku UMKM mengatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar, 5 pelaku UMKM 

mengatakan mengetahui cara pembayaran pajak yang benar dan 8 pelaku UMKM 

mengetahui cara pembayaran pajak yang benaar akan tetapi tidak mau membayar pajak. Dari 

51 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang peneliti wawancarai dapat diketahui 

bahwa lebih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak paham 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebanyak 6 pelaku UMKM yang 

memiliki NPWP menyatakan NPWP berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran 

pajak dan pengawasan administrasi perpajakan dan 13 pelaku UMKM mengatakan bahwa 

mereka memiliki NPWP hanya sebagai persyaratan pengajuan kredit ke bank, sebanyak 4 

pelaku UMKM mengetahui cara membuat laporan keuangan yang benar, 26 pelaku UMKM 

lainnya hanya menggunakan pencatatan biasa dan tidak akurat dan 21 pelaku UMKM lain 

tidak melakukan pencatatan. Dari 51 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang 

peneliti wawancarai dapat diketahui lebih banyak pelaku UMKM yang melakukan 

pencatatan secara sederhana dan tidak akurat. Pemahaman Wajib Pajak UMKM  terhadap  

Kewajiban Perpajakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Tarif UMKM 

sebanyak 15 pelaku UMKM mengatakan mengetahui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 

2013 dengan dasar pengenaan tarif pajak 1% dan 36 pelaku UMKM mengatakan tidak 

mengetahui Peraturan tersebut. Dari 51 UMKM yang peneliti wawancarai dapat diketahui 

bahwa lebih bayak pelaku UMKM yang tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah 

yang mengatur tentang tarif Pajak UMKM pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, 

karena ketidak ingin tahuan tentang perpajakan, kurangnya sosialisasi yang didapat dan tidak 

adanya kesadaran diri untuk melaksanakan Kewajiban Perpajakan. sebanyak 18 pelaku 

UMKM mengatakan mereka mendaftarkan usaha mereka hanya sebagai pemenuhan syarat 

pengajuan kredit ke bank, dan mereka tidak mengetahui Tarif Pajak yang dikenakan kepada 

pelaku UMKM, dan sebanyak 15 pelaku UMKM mengatakan usaha yang mereka miliki 

tidak jarang mengalami kerugian dan belum bisa konsisten dalam membayar kewajiban 

perpajakannya. Dan dikarenakan kurangnya modal dalam menjalankan usaha menjadi salah 

satu faktor penghambat berkembangnya usaha yang dimiliki para wajib pajak. Pemahaman 

Wajib Pajak terhadap perubahan Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM ada sebanyak 

51 pelaku UMKM hanya 10 pelaku UMKM yang mengetahui adanya perubahan Peraturan 

Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang 

tarif UMKM, sebanyak 10 pelaku UMKM mengatakan bahwa mereka mengetahui dasar 

pengenaan pajak berubah dari 1% menjadi 0,5% dari omset perhitungan pajak penghasilan. 
 

Diskusi 

Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai tentang Peraturan 

Pemerintah No. 46 Tahun 2013 masih tergolong rendah. Masih banyak UMKM yang tidak 
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 mengetahui peraturan tersebut. Dengan pengenaan dasar tarif 1% dari omset bruto juga tidak 

banyak diketahui oleh Wajib Pajak UMKM. Maka, sebagian besar UMKM di Kecamatan 

Medan Denai tidak melakukan Kewajiban Perpajakannya.  Wajib Pajak UMKM di 

Kecamatan Medan Denai sebagian  besar belum mengetahui tentang tata cara pelaporan 

pajak dikarenakan kurangnya pemahaman tentang perpajakan. Pelaku UMKM merasa 

terbebani jika harus membayar pajak karena omset usaha yang mereka jalankan tidak 

memenuhi target bahkan ada yang mengalami kerugian.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nurpratiwi et al., 2013) yang 

menyatakan bahwa penepatan kebijakan pajak penghasilan final Peraturan Pemerintah No. 

46 Tahun 2013 dengan Dasar Pengenaan Pajak melalui omset memicu kontroversi ditinjau 

dari keadilan. Dikarenakan peraturan ini teidak dipeduli apakah Wajib Pajak pemilik 

UMKM mengalami kerugian dalam usahanya. Selain itu, karena bersifat final kerugia pun 

tidak dapat dikonpensasikan. Selain itu hak dari Wajib Pajak orang pribadi untuk 

mendapatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai pengurangan penghasilan yang 

dikenai pajak tidak dapat digunakan lagi. Dengan demikian, tidak ada lagi pertimbangan 

jumlah keluarga yang harus dihidupi, pengusaha dengan omset yang sama harus membayar 

pajak yang sama walaupun status dan tanggungan mereka berbeda. Wajib Pajak UMKM di 

Kecamatan Medan Denai sebagian besar belum mengetahui adanya perubahan Tarif Pajak 

UMKM, Tarif Pajak yang sebelumnya dikenakan 1% dari omset bruto kini dipotong Tarif 

Pajaknya menjadi 0,5% dari omset bruto. Dari hasil wawancara peneliti menemukan masih 

banyak UMKM yang tidak mengetahui akan perubahan peraturan tersebut. Wajib Pajak 

UMKM di Kecamatan Medan Denai sebagian yang memiliki NPWP benar- benar 

melakukan pembayaran pajak dan paham tentang Peraturan Pemerintah yang baru, 

sedangkan sebagian Wajib Pajak UMKM juga ada yang memiliki NPWP dan melakukan 

pembayaran pajak tetapi tidak paham dengan Peraturan Pemerintah yang baru dikarenakan 

kurangnya update berita baru serta ketidak ingin tahuan untuk informasi tentang pembayaran 

pajak dan kepemilikan NPWP hanya untuk melakukan pinjaman ke Bank. Serta 

sebagian besar Wajib Pajak UMKM tidak memiliki NPWP dikarenakan tidak ingin 

membayar pajak dan merasa sangat terbebani atas pembayaran pajak. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban 

UMKM di Kecamatan Medan Denai yang dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai terhadap Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan masih rendah. Tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap 

Kewajiban Perpajakan menjadi salah satu faktor penyebab tidak patuhnya dalam 

melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang 

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 masih sangat rendah dan kurangnya sosialisasi 

terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak UMKM menjadi salah satu faktor penghambat 

pelaksaan peraturan ini.   Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai masih banyak 

yang tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Wajib pajak juga 

belum mengetahui tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif. Serta Wajib Pajak 

UMKM di Kecamatan Medan Denai masih belum memiliki laporan yang jelas dan belum 

menyusunnya.  Diharapkan kantor pajak setempat memberikan sosialisasi dan dampingan 

kepada UMKM untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Sosialisasi dapat 

dipadukan dengan peningkatan kapasitas UMKM secara umum agar UMKM tidak 

merasakan kekhawatiran akan ditekan melunasi Kewajiban Perpajakan. 
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